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ABSTRAK 

 
 

BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA ERA JOKO 
WIDODO TERKAIT ETNIS ROHINGYA TAHUN 2014-2019 

 
 
 

Oleh  
 
 

FERIZKA METRISIA ANDRAYASA 
 
 
 
 

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis di Myanmar yang telah 
mengalami banyak sekali penindasan. Konflik ini sendiri telah menjadi atensi 
dunia internasional yang membuat beberapa negara menaruh atensinya pada 
konflik etnis Rohingya. Salah satu dari beberapa negara itu adalah Indonesia. 
Pemerintah RI turut berperan pada konflik etnis ini melalui bantuan luar 
negerinya kepada etnis Rohingya. Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan bantuan luar negeri pemerintah RI kepada etnis Rohingya 
di era Joko Widodo dan mendeskripsikan alasan pemberian bantuan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan 
peristiwa yang terjadi pada topik penelitian penulis secara jelas dan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada penelitian ini. Teknik 
dokumentasi kualitatif digunakan pada pengumpulan data penelitian ini untuk 
menggali lebih dalam informasi yang berkaitan dengan topik penelitian 
melalui sumber-sumber yang didapatkan secara daring, dimana informasi 
yang diperoleh tersebut dapat dianalisis penulis. Penelitian ini juga 
menggunakan data sekunder dimana data-data tersebut berasal dari sumber 
terdahulu seperti laman Deutsche Welle, Setkab, Antara News, dsb.  

Penelitian ini menemukan hasil riset, yaitu bantuan luar negeri 
pemerintah RI meliputi 3 tujuan bantuan luar negeri, yaitu bantuan pada 
kemanusiaan, pembangunan dan diplomatik. Pada kemanusiaan, pemerintah 
RI mengirimkan bantuannya berbentuk kebutuhan pokok. Pada 
pembangunan, pemerintah RI membangun infrastruktur di Rakhine seperti 
sekolah dan rumah sakit. Pada diplomatik, Indonesia melakukan dialog, 
diskusi dan pertemuan dengan Myanmar ataupun negara lain seperti 
Bangladesh. Penyaluran bantuan-bantuan tersebut dilaksanakan di setiap 
tahun pada periode pertama era Joko Widodo, yaitu tahun 2014-2019.  

 
Kata Kunci: Pemerintah RI, etnis Rohingya, bantuan luar negeri.



 

 
ABSTRACT 

 
 

THE RI GOVERNMENT'S FOREIGN AID IN THE JOKO WIDODO ERA 
REGARDING THE ROHINGYA ETHNICITY IN 2014-2019 

 
By 

 
 

FERIZKA METRISIA ANDRAYASA 
 
 
 
 

The Rohingya ethnic is one of the ethnicities in Myanmar that has 
experienced a lot of oppression. This conflict itself has attracted international 
attention, causing several countries to pay attention to the Rohingya ethnic 
conflict. One of these countries is Indonesia. The Indonesian government 
played a role in this ethnic conflict through the foreign aid towards the 
Rohingya ethnic group. The aim of this research is to describe the Indonesian 
government's foreign assistance to the Rohingya ethnic group in the Joko 
Widodo era and to describe the reasons for providing this assistance. This 
study uses qualitative methods to clearly describe the incidents that occurred 
on the author's research topic and to answer the research questions in this 
study. Qualitative documentation techniques were used in collecting this 
research data to dig deeper into information related to the research topic 
through online sources, where the information obtained could be analyzed by 
the author. This research also uses secondary data where the data comes from 
previous sources such as pages of the Deutsche Welle, Cabinet Secretary of 
The Republic of Indonesia, Antara News, etc. This research found research 
results, namely that the RI government's foreign aid includes 3 foreign aid 
objectives, namely humanitarian, development and diplomatic aid. In 
humanitarian, the RI government sends aid in the form of basic necessities. 
In development, the RI government built infrastructure in Rakhine such as 
schools and hospitals. In diplomatic, Indonesia holds dialogue, discussions 
and meetings with Myanmar or other countries such as Bangladesh. The 
distribution of this aid was carried out every year in the first period of the 
Joko Widodo era, namely 2014-2019. 

 
Keywords: The RI Government, Rohingya ethnicity, foreign aid. 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 
 
 
 

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar. Pada 

konstitusi tahun 1947, nama negara Myanmar dahulunya adalah Burma, 

namun di tahun 1989 pemerintahan militer Burma secara sah mengganti 

nama negaranya menjadi Myanmar yang kemudian 5 hari setelah 

proklamasi perubahan nama itu dicanangkan, PBB baru mengakuinya 

(Driss, 2012). Etnis Rohingya merupakan bagian dari negara bagian 

Rakhine, Myanmar. Rakhine yang dahulunya disebut sebagai Arakan, 

kemudian mengalami invasi yang dilakukan oleh orang-orang dari etnis 

Burma dan akhirnya negara bagian tersebut menjadi dikuasai oleh etnis 

Burma. Hal tersebut menjadi suatu faktor pendorong dari keminoritasan 

yang dimiliki oleh etnis Rohingya (Mohajan, 2019).  

Ditinjau dari historinya, ditemukan bahwasanya kemalangan etnis 

Muslim Rohingya di negara Myanmar diawali pada tahun 1784. Pada saat 

itu, provinsi Rakhine yang dipimpin oleh Raja Buddha menganeksasi 

kawasan Rakhine ke Myanmar. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kekhawatiran mengenai penyebaran Islam di kawasan itu yang kemudian 

menjadikan kaum Buddha Burma (Myanmar) melakukan penindasan 

kepada etnis muslim Rohingya. Selain itu, pada saat Inggris menjajah 

Myanmar, muslim Rakhine sempat melakukan perlawanan kepada warga 

Inggris di negaranya dengan menggunakan kekerasan yang membuat 

Inggris menjadi gentar. Akibat dari hal tersebut, Inggris kemudian 

mengawali propagandanya agar dapat menyingkirkan dampak muslim 

(Driss, 2012).  

Mayoritas dari etnis Rohingya tidak mendapatkan status 

kewarganegaraan dari negaranya sendiri, yakni Myanmar. Perangkat 

hukum yang paling berperan di belakang situasi tak diakuinya 
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kewarganegaraan etnis Rohingya adalah Undang Undang tahun 1982 

mengenai Kewarganegaraan Myanmar. Undang-Undang yang mereka buat 

ini merupakan peraturan yang secara spesifik menjadikan etnis Rohingya 

sebagai target mereka. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, warga 

negara yang diakui oleh mereka adalah para warga yang berketurunan dari 

sejumlah ras lokal, misalnya Kayah, Kachin, Chin, Karen, Shan, Burman, 

Mon, ataupun sejumlah ras yang pendahulu/leluhurnya sudah bertempat di 

Myanmar atau Burma dari sebelum 1823, yang mana ketika itu Inggris 

memulai kolonisasi negara Arakan selaku akses pokok untuk dapat masuk 

ke Burma dari daerah Britsh India. Di dalam Undang-Undang tersebut 

kewarganegaraan dibagi menjadi 3 macam, yakni naturalized citizenship, 

associate citizenship, serta citizenship. Naturalized citizen digolongkan 

sebagai warga negara yang bisa memverifikasi dirinya sendiri dengan bukti 

yang kredibel. Lalu, associate citizen digolongkan sebagai warga negara 

yang tidak bisa memverifikasi keberadaan leluhurnya yang sudah berada di 

Burma sebelum 1823 dan apabila salah satu leluhurnya tersebut 

berkewarganegaraan dari negara lainnya. Dengan adanya, Undang-Undang 

mengenai kewarganegaraan ini membuat diskriminasi yang terjadi pada 

warga etnis Rohingya sendiri kian parah (Susetyo et al., 2016).  

Dengan situasi tak diakuinya status kewarganegaraan etnis 

Rohingya sudah memperkukuh pendapat negara bahwasanya etnis tersebut 

hanyalah orang asing atau yang menurut pemerintahan Myanmar, mereka 

disebut sebagai imigran gelap yang tidak pantas untuk diberikan 

perlindungan oleh Myanmar. Akibat hal-hal tersebutlah, mayoritas etnis 

Rohingya dengan sah ditetapkan sebagai bukan penduduk negara Myanmar, 

melainkan etnis Rohingya merupakan warga asing. Selain itu, etnis ini juga 

dianggap sebagai komunitas yang tidak mempunyai histori maupun relasi 

dengan negara Myanmar dan justru etnis Rohingya disebut sebagai orang 

Bengali (Chickera, 2021). 

Dampak dari penindasan dan berbagai pelanggaran Hak Asasi 

Manusia pada etnis Rohingya menjadikan mayoritas etnis tersebut dengan 

terpaksa harus meninggalkan negaranya dan bermigrasi ke negara lainnya. 
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Hal ini sendiri telah membuat warga Rohingya menetap di negara orang lain 

sebagai pengungsi. Mayoritas dari pengungsi Rohingya telah memilih 

Bangladesh sebagai negara untuk bermigrasi karena jarak antara 

Bangladesh – Myanmar tidak terlalu jauh sehingga para pengungsi banyak 

yang berdatangan ke negara tersebut (Faye, 2021). Migrasi yang dilakukan 

oleh etnis Rohingya ke Bangladesh ini sendiri telah terjadi selama bertahun-

tahun lamanya, tepatnya dari tahun 1978, 1991 hingga 1992, 2016 hingga 

2017. Akan tetapi, sejak tahun 2017 terakhir menjadikan lonjakan 

pengungsi tertinggi dan terpesat yang datang ke Bangladesh (UNOCHA, 

2019). 

 
 
 

Gambar 1. Angka Populasi Pengungsi di Bangladesh Tahun 2019 (UNHCR, 
2019) 

Selain Bangladesh, pengungsi Rohingya beberapa diantaranya 

melarikan diri ke negara tetangga, salah satunya adalah Indonesia. Di tahun 

2009, sejumlah pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui beberapa 

kali gelombang. Gelombang pertama terdapat di bulan Januari 2009 yang 

membawa sebesar 193 pengungsi Rohingya datang melalui Sabang, 

Malaysia ke Indonesia. Selanjutnya, gelombang kedua terdapat di bulan 

Februari 2009, dimana sebanyak 198 pengungsi etnis tersebut ditemukan 

terdampar di laut lepas Indirayo, Aceh Timur. Kemudian di tahun 2015, 

sekiranya terdapat 1.800 warga Rohingya dan pengungsi Rohingya dari 

Bangladesh yang secara berangsur-angsur datang ke lautan Indonesia 

melewati Aceh. Terdapat beberapa orang yang terdampar di Blang Adoe 
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dan juga Langsa (Sari et al., 2018). Ditinjau dari asalnya, pengungsi-

pengungsi Myanmar yang berdatangan ke Indonesia tersebut, sebagian 

besar bersumber dari daerah negara bagian Rakhine, yakni sebesar 97 

persen, sementara yang lainnya bersumber dari wilayah negara bagian Mon, 

yakni sebesar 3 persen. Sebagaimana, seperti yang terlampir pada grafik di 

bawah ini (Susetyo et al., 2016). 

 
 

 
Gambar 2. Grafik Asal Wilayah Pengungsi di Indonesia (Susetyo et al., 
2016) 

Indonesia juga turut ikut memberikan bantuan lainnya kepada 

Rohingya. Tak hanya sekadar menampung serta menanganani para 

pengungsi Rohingya saja, melainkan Indonesia juga memberikan bantuan 

internasional kepada Rohingya. Hal ini Indonesia lakukan didasari oleh 

adanya fakta bahwa terdapat sejumlah pengungsi Rohingya yang 

melakukan migrasi ke Indonesia demi mendapatkan kemanusiaan dan 

perlindungan dari Indonesia serta fakta bahwa Indonesia merupakan negara 

yang populasi penduduk muslimnya paling besar di dunia, sebagaimana 

mayoritas etnis Rohingya merupakan penganut agama Islam. Maka dari itu, 

Indonesia sangat memberikan perhatian kepada kasus Rohingya ini bahkan 

mengirimkan cukup banyak bantuan kemanusiaan kepada etnis tersebut. 

Bantuan-bantuan tersebut telah diberikan oleh Indonesia dari tahun 2012 

dimana pada saat itu presiden yang memimpin adalah Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. Bantuan ini sendiri berlanjut hingga ke era 

kepemimpinan Joko Widodo. Bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia 
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kepada etnis Rohingya sendiri berupa bantuan kemanusiaan, pembangunan 

dan diplomatik. Pada tahun 2017, Indonesia memberikan sejumlah program 

untuk Myanmar yang direkomendasikan oleh Presiden RI, yang diantaranya 

adalah pendirian rumah sakit untuk warga Rakhine, pendirian sekolah bagi 

warga Myanmar terkhususnya untuk sejumlah pengungsi Rohingya di 

Rakhine dan membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan rumah 

sakit tersebut agar warga Rohingya dapat bekerja di rumah sakit itu ataupun 

menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah sakit (Saputra, 2020).  

Selanjutnya adapun beberapa bantuan lainnya yang diberikan pada 

etnis Rohingya oleh pemerintah RI. Pada tahun 2015, DPR Republik 

Indonesia sempat mengungkapkan bahwa mereka memperkenankan 

sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan 

pemerintah dalam membantu warga Rohingya khususnya untuk warga yang 

berlokasi di tempat pengungsian Myanmar dan turut menerima saran-saran 

yang diberikan oleh lembaga-lembaga kepada pemerintah. Lembaga-

lembaga itu juga mengabarkan bahwa mereka akan menyelenggarakan 

diskusi internasional terkait etnis Rohingya. Pada sebuah kesempatan, 

Nurhayati Ali Assegaf yang merupakan salah satu anggota dari Komisi I 

pada Partai Demokrat mengungkapkan sarannya agar lembaga swadaya 

masyarakat Indonesia bisa berperan aktif serta dapat mengambil atensi 

warga Internasional untuk lebih memehartikan kasus Rohingya tersebut. 

Sejalan dengan hal tersebut, Syuhelmaidi Syukur yang merupakan anggota 

Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) mengatakan bahwa 

kolaborasi yang ada pada elemen masyarakat di Indonesia dalam rangka 

menolong Rohingya sendiri telah cukup bagus. Kolaborasi tersebut juga 

hendak mereka luaskan melalui pembuatan komite internasional serta 

hendak mengadakan kegiatan diskusi terkait penindasan etnis tersebut. 

Syuhel juga mengungkapkan bahwa mereka bersedia untuk dijadikan 

sebagai tuan rumah dan mereka juga telah membentuk akses dan dorongan 

bersama pemerintah melalui kebijakan. Mereka hendak menunjukan 

terhadap warga nasional dan internasional bahwa mereka dapat mengampu 

pengungsi (Komisi I DPR RI, 2015).  
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Pada sebuah kesempatan Indonesia di tahun 2017 kembali 

mengirimkan berbagai bantuannya yang berisikan kebutuhan pokok para 

pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Bantuan itu sendiri berupa 

tenda tempat pengungsi tinggal, makanan serta pakaian. Pada kesempatan 

ini juga, Joko Widodo selaku pemimpin negara Indonesia menyampaikan 

bahwa bantuan tersebut bisa diberikan oleh pemerintah RI dikarenakan 

adanya pengutusan Menteri Luar Negeri RI  untuk berkomunikasi bersama 

pihak Bangladesh dan juga pihak Myanmar, yang mana pada hal ini ketiga 

negara tersebut berdiskusi terkait bantuan luar negeri yang dibutuhkan oleh 

para etnis Rohingya (Tisnadibrata, 2017).  

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah RI pada era 

pertama Joko Widodo ini sendiri meningkat intensitasnya dari yang 

sebelumnya. Kemudian, apabila ditelaah kembali pemerintah RI dalam 

membantu Rohingya pada era tersebut memiliki perbedaan yang signifikan 

dibandingkan dengan era pemerintah yang sebelumnya, dimana pada era 

Joko Widodo, mereka lebih bergerak aktif dalam menangani kasus 

Rohingya tersebut. Hal ini sendiri didukung dengan adanya sejumlah 

tindakan yang dijalankan oleh pemerintah RI di era tersebut, beberapa 

diantaranya adalah pemerintah RI kerap kali mengirim Menteri Luar Negeri 

Retno Marsudi dalam rangka membantu Rohingya, seperti melakukan 

dialog dengan pihak dari pemerintah Myanmar agar mereka dapat 

mengakhiri dan meminimalisir adanya pelanggaran HAM atau penindasan 

yang terjadi pada warga Rohingya serta menteri luar negeri juga diminta 

untuk dapat berdialog dengan Myanmar agar mereka mau memberikan 

proteksinya kepada seluruh warganya tak terkecuali etnis Rohingya. 

Pemerintah RI juga memerintahkan Retno Marsudi selaku menteri luar 

negeri untuk bernegosiasi dengan Myanmar agar mereka dapat membuka 

akses bantuan kepada penduduk Rohingya yang sempat mereka blokir 

(BBC News Indonesia, 2017a). Tak hanya itu, pemerintah RI juga sering 

memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Pada Januari-Februari 

tahun 2017, pemerintah RI menyumbangkan bantuan medis dan makanan 
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sejumlah sepuluh kontainer, hingga mendirikan rumah sakit pada negara 

bagian Rakhine (Waluyo, 2017a).  

Pemerintah juga memberikan bantuan kemanusiaannya hingga ke 

titik pusat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bantuan tersebut berupa 

makanan instan, beras, pakaian, dll. Hal ini sendiri dapat dilakukan setelah 

adanya dialog antara perwakilan negara Myanmar dan Bangladesh dengan 

Menteri Luar Negeri Indonesia (Waluyo, 2017b). Usaha pemerintah RI 

dalam membantu Rohingya semakin terlihat dengan adanya tindakan 

pembukaan akses penanam modal asing dari Indonesia kepada Myanmar. 

Dari adanya upaya dan usaha yang diberikan oleh pemerintah RI pada era 

Joko Widodo, maka dikatakan pemerintah tersebut lebih aktif dalam 

menangani kasus Rohingya, sebagaimana pula pemerintah RI menuangkan 

segala keseriusannya melalui berbagai upaya yang mereka lakukan untuk 

menolong etnis tersebut (Saputra, 2020). Sedangkan, di era pemerintah RI 

sebelumnya ditemukan fakta bahwa pemerintah tersebut tidak 

mengimplementasikan kebijakan yang teguh dan koheren pada penangana 

kasus etnis Rohingya. Hal tersebut didukung dengan tak adanya fakta 

mengenai usaha nyata presiden sebelumnya dalam menangani peristiwa 

kemanusiaan baik di tingkat kawasan yakni ASEAN maupun di tingkat 

global yakni PBB. Yang didapati pada pemerintah tersebut adalah kebijakan 

yang senyap dimana mereka tidak bergerak secara aktif dalam mendorong 

etnis Rohingya (Nurhandayani, 2013).  

Melalui pembahasan di atas, terdapat beberapa faktor yang membuat 

pemerintah RI pada era Joko Widodo selaku pemimpin negara memberikan 

bantuan luar negerinya sendiri pada etnis Rohingya terutama mengenai 

fakta bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi undang-undangnya yang 

berlandaskan atas perdamaian, keadilan sosial dan ketertiban dunia. Melalui 

hal-hal tersebut terdapat suatu jembatan yang menghubungkan antara 

kekerasan yang dialami etnis Rohingya dengan pemberian bantuan luar 

negeri pemerintah RI pada era Joko Widodo kepada etnis Rohingya. 

Kemudian, dari yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa perbedaan 

yang lumayan kentara antara pemerintah RI di era Joko Widodo seperti 
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aktifnya bantuan yang pemerintah tersebut berikan kepada etnis itu sendiri 

hingga mengirim Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar untuk 

melakukan dialog, sementara pada pemerintah yang sebelumnya tidak 

ditemukan fakta dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada etnis 

Rohingya. Dengan adanya fakta-fakta yang termuat di atas menjadikan 

pemerintah RI pada era Joko Widodo memperoleh banyak apresiasi dari 

beberapa pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori bantuan 

luar negeri yang berfokus pada indikator tujuan bantuan luar negeri yang 

dikirimkan oleh negara pendonor kepada negara penerima untuk dapat 

membantu menjawab pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini sendiri 

diharapkan dapat memperoleh sejumlah informasi bantuan luar negeri yang 

diberikan oleh pemerintah RI pada era Joko Widodo serta alasan pemerintah 

RI dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada etnis Rohingya di era 

Joko Widodo serta faktor yang menjadikan pemerintah RI pada era Joko 

Widodo tersebut mendapatkan banyak apresiasi maupun pujian dan menjadi 

pemerintah RI yang lebih aktif pada kasus Rohingya tersebut.  

   
 
 

1.2 PENELITIAN TERDAHULU 
 
 
 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

 
 

No Peneliti Metode 
Penelitian Teori/Konsep Hasil Penelitian 

1. 

Mohammad 
Zaidi 

dan Akhmad 
Baihaqie  

Penelitian 
kualitatif 

Konsep analisis 
domestik 

Hasil dari penelitian artikel ini 
menemukan bahwasanya Indonesia 
sendiri dalam menanggapi konflik ini 
telah melakukan sejumlah upaya, 
yakni: 1. Merekomendasikan adanya 
resolusi politik dengan mengadakan 
konferensi bilateral bersama negara 
Myanmar, 2. Mengizinkan adanya 
pengungsi Rohingya yang datang ke 
Indonesia serta memfasilitaskan 
mereka tempat yang tenteram, 
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walaupun Indonesia sendiri bukan 
bagian dari Protokol Pengungsi 1967 
dan Konvensi Pengungsi 1951, 3. 
Menghibahkan sejumlah bantuan 
kemanusiaan dengan membangun 
fasilitas sekolah di daerah konflik, 4. 
Ikut berperan aktif dalam mendorong 
ASEAN agar dapat memberikan 
langkah nyata pada konflik ini (Abdul 
Rahman & Baihaqie, 2017). 

2. Asep Setiawan 
dan Hamka 

Penelitian 
kualitatif 
dengan 

menggunakan 
pendekatan 
kepada studi 

kasus 

Konsep 
diplomasi 

kemanusiaan 

Hasil penelitian dari artikel ini 
menemukan fakta bahwasanya 
diplomasi di bidang kemanusiaan 
yang dilakukan Indonesia terkait 
penindasan etnis Rohingya 
merupakan bagian dari 
pengaplikasian kebijakan luar negeri 
Indonesia agar dapat menjadi 
kebijakan yang pro-aktif dalam 
mempertahankan perdamaian dan 
ketertiban dunia. Selain itu, dikatakan 
bahwa dalam menjalankan peran 
diplomasi kemanusiaannya negara 
Indonesia mempunyai tujuan sebagai: 
1. Untuk mengurangi beban etnis 
Rohingya agar tidak lagi ada 
penindasan berkepanjangan yang 
mengakibatkan banyaknya korban 
jiwa berjatuhan dan banyaknya orang 
yang melakukan pengungsian di 
perbatasan Bangladesh; 2. Untuk 
merekomendasikan resolusi politik 
yang dalam dan menyeluruh di negara 
Myanmar melalui formula 4+1; 3. 
Untuk menjalankan mandat undang-
undang dalam mempertahankan 
ketertiban dan perdamaian dunia 
(Setiawan & Hamka, 2020).  

 

3. Ahmad Alfajri Penelitian 
kualitatif  

Konsep 
demokrasi 

Hasil penelitian ini menemukan 
bahwa demokrasi telah sukses dalam 
mendesak pemerintahan Indonesia 
agar dapat berperan demi HAM serta 
demokrasi itu sendiri. Selain itu juga, 
hasil penelitian menemukan bahwa 
Indonesia memiliki beberapa peran 
dalam menjalankan bantuannya 
kepada Rohingya, yakni 
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merekomendasikan pemerintahan 
Myanmar untuk menyelenggarakan 
rekonsiliasi dalam negeri dan 
menyetujui OKI untuk menganalisis 
kasus tersebut, melaksanakan 
pendekatan ke sejumlah aktor yang 
berkaitan dengan konflik tersebut, 
Indonesia juga berfokus pada 
komunikasi bilateral dan 
memanfaatkan komunitas multilateral 
dalam menolong mengangani konflik 
kemanusiaan tersebut. Penulis 
mengatakan, dilihat dari peran 
Indonesia tersebut, itu semua 
mengarah kepada teori demokratis 
dan terbukti nyata bahwa nilai 
demokrasi mempunyai dampak yang 
besar dalam memengaruhi kebijakan 
Indonesia terkait konflik Rohingya  
(Alfajri, 2018).  

 

4. 
Alrafsya 

Mahendra 
Saputra 

Penelitian 
kualitatif 

Konsep middle 
power 

Hasil penelitian menemukan Jokowi 
menyarankan sejumlah rencana 
bantuan di beberapa, yakni bidang 
pendidikan, bidang kesehatan serta 
bidang mata pencaharian. Di 
pendidikan, Indonesia mendirikan 
sekolah untuk etnis Rohingya. Bidang 
kesehatan, Indonesia mendirikan 
rumah sakit untuk masyarakat 
Rakhine terutama etnis Rohingya. 
Bidang mata pencaharian, Indonesia 
memanfaatkan rumah sakit yang 
dibangunnya agar warga lokal 
Rakhine dapat memperoleh pekerjaan 
sebagai buruh maupun kontraktor di 
pembangunan rumah sakit tersebut. 
Pada bidang ekonomi, Jokowi 
memberikan bantuan berupa 
pemberian akses penanam modal 
asing ke Myanmar terutama dari 
Indonesia (Saputra, 2020). 

5. 

Siti Nurlaili 
Triwahyuni, 
Fadjrin Wira 

Perdana, 
Bambang 
Setiawan, 

Penelitian 
kualitatif 
dengan 

menggunakan 
studi 

kepustakaan 

Konsep 
diplomasi 

Hasil penelitian menemukan bahwa 
Indonesia memakai cara diplomasi 
dalam menanggapi kasus ini. Pertama, 
memanfaatkan Pemerintahan sebagai 
aktor pembangun perdamaian dengan 
Indonesia melakukan diplomasi untuk 
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Irwan dan 
Yohan 

Wibisono 

mengakrabkan diri dengan Myanmar 
model diplomasi Government to 
Government. Yang kedua, aktor 
diplomasi tak hanya dari negara saja, 
melainkan indonesia berkolaborasi 
dengan organisasi untuk menciptakan 
perdamaian dan memberikan solusi 
konflik dengan cara diplomasi 
(Triwahyuni et al., 2021). 

6. Fatma Arya 
Ardani 

Penelitian 
kualitatif 

dengan tipe 
penelitian 
eksplanatif 

yang 
mengaitkan 
sebab dan 

akibat. 

Konsep 
idiosyncratic 

Hasil dari penelitian menunjukan 
bahwa karakter SBY yang damai 
berpengaruh pada kebijakan luar 
negeri yang dibuatnya. Kebijakan 
yang SBY buat dalam mengatasi 
kasus etnis Rohingya beberapa 
diantaranya ialah melakukan kerja 
sama dengan organisasi OKI, 
mengirimkan surat terhadap presiden 
Myanmar saat itu yaitu Thein Sein, 
menjadi mediator rapat kasus 
Rohingya pada KTT ASEAN, 
memberikan izinnya kepada para 
pengungsi Rohingya untuk 
mengungsi di Indonesia, dsb. Jika 
dilihat kembali dari kebijakan yang 
diambil SBY tersebut, SBY 
mempunyai personalitas pemimpin 
yang konsiliatif yang mana karakter 
itu dapat berpengaruh pada kebijakan 
yang dibuat oleh suatu pemimpin 
(Ardani, 2015). 

7. 
Novandre 
Satria dan 

Ahmad Jamaan 

Penelitian 
kualitatif 

Teori 
konstruktivisme 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kedudukan Indonesia pada kasus ini 
adalah sebagai model kepentingan 
identitas yang mana identitas 
Indonesia adalah negara dengan 
warga muslim terbesar di dunia. 
Kemudian, di tingkat nasional, peran 
yang diambil Indonesia ini salah 
satunya karena desakan dari 
masyarakat Indonesia mengenai 
diskriminasi muslim Rohingya. 
Dengan fakta tersebut, warga 
Indonesia menaruh simpatinya pada 
penindasan Rohingya. Rakyat 
Indonesia yang beragama Islam 
bahkan melakukan gerakan-gerakan 
salah satunya gerakan demonstrasi. 
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Mayoritas dakwaan yang diberikan 
pada demonstrasi itu adalah 
mendorong Indonesia agar segera 
mengambil langkah untuk 
menanggapi dan melindungi muslim 
Rohingya. Oleh karena itu, Indonesia 
kemudian mengambil keputusan 
untuk menolong etnis Rohingya 
dengan membuat kebijakan-
kebijakannya (Satria & Jamaan, 
2013). 

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, 

adapun beberapa persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis di 

dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sekarang. Pada 

persamaan penelitian sendiri, hal tersebut terletak pada pembahasan 

mengenai respon Indonesia dalam menangani kasus etnis Rohingya 

tersebut. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Alrafsya Saputra, 

penelitian ini membahas bantuan yang dilakukan Indonesia pada era 

pemerintah RI pada era Joko Widodo sama seperti yang diteliti oleh penulis. 

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Asep Setiawan dan juga 

Hamka membahas terkait peran Indonesia dalam menangani kasus 

Rohingya yang membedakannya dengan penelitian ini dan penelitian 

lainnya terdapat pada fokus masing-masing penelitian itu sendiri.  

Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu pada penelitian ini, 

peneliti mencoba untuk menyoroti keaktifan pemerintah RI pada era Joko 

Widodo dalam menangani kasus etnis Rohingya. Keaktifan itu sendiri akan 

dideskripsikan melalui bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah 

RI pada era Joko Widodo terhadap etnis Rohingya dan juga para pengungsi 

Rohingya yang berada di Indonesia, Myanmar dan Bangladesh. Penelitian 

ini juga berupaya untuk memperbanyak penelitian terkait bantuan dari 

Indonesia kepada Rohingya melalui teori bantuan luar negeri agar para 

pembaca dapat memperoleh informasi-informasi lebih banyak mengenai hal 

tersebut. Kemudian, dari beberapa penelitian yang tertera dalam sub-bab ini 

belum ada yang menggunakan teori bantuan luar negeri itu sendiri.  
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 Selanjutnya penelitian terdahulu ini juga membantu penulis dalam 

melakukan penelitiannya, karena beberapa informasi yang ada pada 

penelitian tersebut memuat substansi berkaitan dengan hasil dan 

pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, melalui 

penelitian terdahulu ini sendiri penulis memutuskan untuk menganalisis 

terkait keaktifan bantuan luar negeri yang diberikan pemerintah RI pada era 

Joko Widodo dengan teori bantuan luar negeri beserta faktor yang 

melatarbelakangi bantuan-bantuan dari pemerintah RI tersebut. Hal ini 

dilakukan penulis karena dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, 

mereka belum menilik lebih lanjut terkait hal tersebut. 

 

 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH  
 
 
 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dimana 

etnis Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim di Myanmar yang 

banyak mengalami penindasan bahkan hingga tidak mendapatkan 

pengakuan kewarganegaraan dari negaranya sendiri akibat sejarah yang 

mereka miliki. Maka dari itu, beberapa negara menaruh atensinya pada 

kasus ini, salah satunya Indonesia selaku negara yang bermayoritaskan 

penduduk muslim dan menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai 

tempat mengungsi oleh pengungsi Rohingya. Indonesia sendiri sudah sejak 

lama menyalurkan bantuan luar negerinya, akan tetapi pada pemerintah RI 

era Joko Widodo, Indonesia dikatakan sebagai pemerintah yang 

memperlihatkan intensitas aktifnya dalam membantu etnis Rohingya ini 

sendiri. Sebagaimana hal ini juga, berangkat dari penelitian terdahulu yang 

telah dijelaskan di atas dimana peneliti akan menyoroti keaktifan yang 

diberikan oleh pemerintah RI pada era Joko Widodo melalui bantuannya 

pada Rohingya, sehingga memunculkan rumusan masalah sebagai:  
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Bagaimana bantuan luar negeri pemerintah RI pada era Joko 

Widodo yang diberikan kepada etnis Rohingya? 

 
 

 
1.4 TUJUAN PENELITIAN  
 
 
 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan bantuan luar negeri dari pemerintah RI yang diberikan 

kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo. 

2. Mendeskripsikan alasan pemberian bantuan luar negeri dari pemerintah 

RI yang diberikan kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo. 

 
 
 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 
 

 
 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan manfaat sebagai berikut 

1. Secara keilmuan 

Dengan adanya penelitian ini, secara keilmuan diharapkan 

penelitian ini:  

a. Dapat memberikan wawasan yang semakin mendalam mengenai 

konflik etnis Rohingya dengan kaitannya pada studi Hubungan 

Internasional dan dapat memperkuat teori bantuan luar negeri. 

b. Dapat memberikan pandangan dan informasi terbaru mengenai 

bantuan luar negeri yang pemerintah RI berikan kepada etnis 

Rohingya. 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

 
2.1 TEORI BANTUAN LUAR NEGERI 
 
 
 

Dikutip dari laman daring Britannica Encyclopedia, Victoria 

Williams menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan suatu bantuan 

internasional berupa barang, modal maupun jasa yang diberikan oleh sebuah 

negara maupun lembaga internasional. Bantuan luar negeri diberikan pada 

negara penerima guna kepentingan negaranya tersebut. Bentuk dari bantuan 

luar negeri ini sendiri bermacam-macam, seperti bantuan kemanusiaan, 

bantuan militer, maupun bantuan ekonomi. Pada bantuan kemanusiaan, hal 

ini biasanya dilakukan oleh negara pemberi bantuan dalam rangka memberi 

hibah pada negara lainnya yang tengah mengalami bencana maupun 

kesulitan, seperti bencana alam, krisis kemanusiaan, dll (Williams, 2021).  

 Bantuan luar negeri sendiri dimanfaatkan untuk beberapa tujuan 

pokok, yaitu pembangunan, diplomatik dan bantuan kemanusiaan. Pada 

tujuan diplomatik, hal ini biasanya mengimplikasikan keamanan seperti 

keamanan kawasan, nasional dan internasional, pengendalian relasi antar 

pemerintah dan juga tujuan politik internasional. Terminologi diplomasi 

umumnya dipakai untuk meliputi seluruh variasi relasi diantara negara-

negara, termasuk bantuan, pembangunan, campur tangan kemanusiaan, dll. 

Bantuan sudah dipakai oleh mayoritas pihak penyalur bantuan untuk 

memastikan akses kepada aparat pihak penerima bantuan. Kemudian, 

meningkatnya bantuan kerap kali berperan sebagai tanda kesuksesan suatu 

kunjungan negara ataupun pertemuan internasional, hal ini mencakup 

seluruh komponen pada tujuan diplomatik bantuan luar negeri. Bantuan luar 

negeri pada tujuan diplomatiknya juga dilakukan negara pemberi bantuan 

ke suatu pihak atau negara lainnya dikarenakan guna memajukan keamanan 

negaranya masing-masing. Selain itu, bantuan ini kerap dimanfaatkan oleh 

sejumlah negara pemberi bantuan guna meraih target diplomatik dari 
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negaranya masing-masing. Pada hal ini, terdapat kemungkinan negara 

pemberi bantuan dapat memperoleh pengakuan atau akreditasi diplomatik 

dari negara penerima bantuan. Kemudian, bantuan luar negeri juga 

memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pemerolehan dukungan dan 

dorongan pada kedudukan sebuah negara di sebuah organisasi internasional 

serta memperlancar jalan negara pemberi bantuan dalam hal melakukan 

diplomasi ke beberapa pejabat internasional (Williams, 2021). Dari 

beberapa penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan 

bantuan luar negeri pada diplomatik, salah satunya dapat dicontohkan 

sebagai adanya dialog antara negara maupun pihak pemberi bantuan dengan 

penerima bantuan, ataupun pengangkatan topik sebuah kasus di dalam 

forum internasional yang melibatkan beberapa negara di dalamnya, atau 

juga dapat berbentuk diskusi, rapat serta konferensi antar beberapa negara. 

Pada intinya bantuan diplomatik itu melibatkan negara lainnya di dalamnya. 

  Kemudian, pada tujuan pembangunan dalam bantuan luar negeri, 

hal ini sendiri mendorong adanya pertumbuhan sosial dan ekonomi maupun 

pengentasan kemiskinan yang mana hal-hal tersebut tidak hanya menjadi 

tujuan kebijakan saja melainkan menjadi instrumen dari bantuan luar negeri 

juga. Selanjutnya, sepanjang hadirnya perang dingin ataupun perang 

menentang terorisme, bantuan dengan tujuan pembangunan ini sudah 

ditafsirkan sebagai langkah untuk menahan ketidakpuasan sosial yang bisa 

menguatkan pengaruh kaum komunis. Selain itu, tujuan akhir dari 

pembangunan ini sendiri adalah untuk memperkenalkan pembangunan itu 

sendiri, yang mana hal ini dapat membenahi kehidupan para penduduk yang 

kurang baik di luar negeri, dapat dijadikan pula sebagai gambaran dari nilai 

altruisme, keadilan sosial serta kesetiakawanan dunia internasional 

(Lancaster, 2007). Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai ajang bagi 

negara pemberi bantuan untuk memajukan pembangunan ekonomi negara 

yang terkena musibah serta untuk menanggulangi sejumlah kasus 

transnasional yang mencakup terorisme, kekerasan, penghancuran 

lingkungan, dll (Williams, 2021). Tujuan pembangunan ini sendiri 

mengarah pada tujuan pembangunan dalam jangka waktu yang lama 
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(Morgenstern & Brown, 2022). Kemudian, pada tujuan pembangunan ini, 

penulis mengambil contoh yang ada di topik penelitiannya sebagai salah 

satu bentuk tujuan bantuan luar negeri pada pembangunan, yaitu 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh negara pemberi bantuan di 

kawasan negara penerima bantuan. Pembangunan infrastruktur ini sendiri 

umumnya dilakukan negara pemberi bantuan untuk mengurangi 

penderitaan warga dan korban penerima bantuan.  

  Selanjutnya, terdapat bantuan luar negeri dalam tujuannya untuk 

bantuan kemanusiaan. Bencana alam maupun bencana buatan manusia 

kerap menyebabkan banyaknya korban berjatuhan, terkadang pula 

menyebabkan adanya imigran dalam negeri maupun imigran yang 

bermigrasi ke luar negeri. Pihak negara terbelakang kerap pula kurang 

terpenuhi sumber dayanya ataupun kapabilitas dalam memenuhi keperluan 

korban yang mengalami bencana tersebut. Pada hal ini sendiri, umumnya 

lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada perbaikan dan 

pembenahan akan menyalurkan bantuannya. Mayoritas bantuan-bantuan 

tersebut difasilitasi oleh sejumlah negara yang merasa mampu untuk 

menyalurkan bantuan. Seluruh tujuan bantuan di atas juga kerap kali 

berhubungan antar satu dengan yang lainnya (Lancaster, 2007). Selain itu 

juga, adanya kepedulian dalam hal kemanusiaan dapat menggerakkan suatu 

pihak dalam menyalurkan bantuannya dalam periode waktu yang singkat, 

yang mana hal ini merupakan sebuah tanggapan terkait konflik maupun 

bencana yang hadir. Kemudian, hal ini juga dapat menggerakkan adanya 

bantuan dalam periode waktu yang lama, yang mana bantuan ini 

mempunyai tujuan untuk dapat melawan wabah penyakit, meminimalisir 

kemiskinan, serta jenis kemalangan lainnya yang diakibatkan oleh 

permasalahan-permasalahan sistemik. Kepedulian ataupun keprihatinan 

pada kemanusiaan ini sendiri pada umumnya telah menjadi faktor dari 

pemberian bantuan (Morgenstern & Brown, 2022). Penulis sendiri 

mengambil contoh tujuan bantuan luar negeri pada kemanusiaan melalui 

penjelasan di atas, yaitu adanya pengiriman bantuan kebutuhan pokok untuk 

para korban penerima bantuan seperti pengiriman bantuan makanan, baju, 
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medis maupun layanan kesehatan. Hal ini sendiri dilakukan untuk 

menunjang hidup para korban bencana.  

PBB bahkan mengatakan bahwa organisasi tersebut mewajibkan 

seluruh negara maju agar dapat memberikan sekiranya 0.7 persen dari 

pendapatan nasional bruto negara maju tersebut untuk dikirimkan menjadi 

bantuan asing. Pemerintahan sebuah negara pemberi bantuan diperbolehkan 

untuk bisa membentuk perjanjian dengan negara penerima bantuan, dimana 

ini termasuk ke dalam kepentingan nasional sebuah negara yang ingin 

mereka capai (Kenton, 2021). 

Bantuan luar negeri atau yang dapat dikatakan sebagai bantuan 

asing, bukan merupakan bentuk teori yang baru. Koloni merupakan pihak 

yang menerima bantuan internasional berbentuk militer, khususnya dari 

negara Prancis pada saat Revolusi Amerika. Semasa Perang Dunia I, 

pemerintahan Amerika Serikat memberikan peminjaman Committee for 

Relief pada Belgia sebesar 387 Juta Dollar, yang selanjutnya banyak orang 

yang dibebaskan dari keterikatan perang ini (Kenton, 2021). Kemudian, 

pada masa setelah adanya Perang Dingin, bantuan internasional 

menyatukan aspek kemanusiaan dengan aktivitas pada bidang politik, hal 

tersebut dapat ditafsirkan juga sebagai dasar politik humaniora. Campur 

tangan dari kemanusiaan tersebut dibatasi dengan prinsip non intervensi 

pada persoalan dalam negeri di suatu negara yang berkuasa. Pada pasca 

tahun 1991, bantuan luar negeri sendiri sudah dijadikan sebagai metode 

pendekatan intervensionis di dalam hubungan internasional. Bantuan luar 

negeri biasanya dilandaskan atas beberapa hal, diantaranya yaitu keperluan 

pada kebijakan ataupun politik luar negeri pada sejumlah negara pemberi 

bantuan, hal-hal yang terdapat di dalam aktivitas kemanusiaan, serta 

keikutsertaan beberapa lembaga bantuan dengan yuridiksi pada bidang 

politik ketika sebuah negara sedang mengalami krisis. Keperluan kebijakan 

luar negeri sebuah negara pemberi bantuan sendiri bermacam-macam, baik 

untuk memperoleh akses pada sumber daya yang dimiliki negara penerima 

bantuan, maupun untuk meminimalisir total pengungsi yang pergi dari area 

krisis. Seluruh pihak pemberi bantuan wajib melakukan negosiasi mengenai 
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beberapa hal seperti penerimaan bantuan luar negeri tersebut dan 

penyebaran bantuan dengan pemerintah negara ataupun pihak terkait, hal 

ini dilakukan guna memastikan kalau bantuan yang dikirimkan sudah sesuai 

dengan keperluan pihak penerima dan bantuan tersebut sampai dengan 

selamat di tangan orang-orang yang membutuhkannya (Zhukova, 2020). 

Lembaga bantuan yang mengurus terkait bantuan luar negeri perlu 

mendiskusikan terkait penyaluran bantuan dan warga yang menerima 

bantuan-bantuan tersebut melalui kekuasaan politik yang ada pada negara 

penerima bantuan. Hal ini sendiri dilakukan agar dapat menentukan 

bantuan-bantuan yang disalurkan oleh para penerima bantuan dengan 

berlandaskan atas keperluan mereka, tanpa melihat kelompok konflik 

mereka berasal (Macrae, Joanna; Leader, 2000). Kemudian, bantuan luar 

negeri ini juga berasaskan pada ketakberpihakan dan kenetralan suatu pihak 

penyalur bantuan yang mana ini bermaksud agar bantuan tersebut tidak 

dimanfaatkan untuk menjadi senjata konflik oleh kelompok-kelompok yang 

bermasalah dengan menghadang atau menyabotase bantuan maupun 

memperkaya pihak yang berdaulat melalui suap (Dunn, 2012).  

Bantuan luar negeri ini juga amat diplomatis dengan hubungan 

eratnya bersama dengan kemanusiaan, keamanan dan pembangunan. Pada 

hal ini, batasan antara kemanusiaan dengan intetitas politik seperti 

keamanan dan pembangunan tidak akan berlaku (Lewis, 2016). Situasi 

genting pada negara konflik bisa bertumbuh menjadi krisis kemanusiaan 

yang serius. Selain itu, konflik bersenjata bisa bertumbuh menjadi kegiatan 

militer yang berkepanjangan. Kedua hal tersebut memerlukan resolusi 

dalam periode waktu yang lama, yang mana dapat menjadikan suatu 

bantuan kemanusiaan menjadi bantuan pembangunan (Atlani-Duault & 

Dozon, 2011). 

Ada pula beberapa kelompok yang mempunyai opininya tersendiri 

terkait bantuan. Menurut kaum realis, bantuan merupakan instrumen untuk 

memajukan keamanan nasional dan kekuatan. Kemudian, George Liska 

yang merupakan bagian dari kaum realis menambahkan bahwasanya 

bantuan luar negeri merupakan alat kekuatan politik. Lalu, pada saat itulah 



 20 

banyak dari pada cendikiawan melakukan pengkajian pada konteks tujuan 

suatu bantuan diberikan. Pada hasil akhir kajian ini sendiri memunculkan 

lebih banyak dukungan dalam dugaan atau opini yang dikatakan oleh kaum 

realis, dimana pemberian bantuan yang melibatkan 2 pihak secara krusial 

dijalankan melalui kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya, kaum marxis, 

teori dependency serta postmodernisme mempunyai ideologi atau 

pemahaman yang beda terkait bantuan luar negeri. Mereka berpendapat 

bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen negara dominan pada inti 

kapitalisme dunia dalam menolong mereka untuk mengendalikan dan 

memanfaatkan sejumlah negara berkembang. Contohnya adalah ketika 

bantuan luar negeri diberikan kepada suatu negara, mereka menghubungkan 

bantuan tersebut dengan kegiatan ekspor jasa dan barang dari negara 

pemberi bantuan (Lancaster, 2007). 

Kemudian, kaum liberal internasionalis dengan kaum liberal lainnya 

pada hubungan internasional memandang bantuan luar negeri sebagai suatu 

alat ataupun cerminan dari tendensi sebuah negara melakukan kerja sama 

untuk menangani konflik globalisasi dan saling ketergantungan. Pada hal 

ini sendiri, bantuan-bantuan tersebut diberikan melalui organisasi 

internasional dan dimanfaatkan untuk menangani penularan virus atau 

penyakit di penjuru dunia atau dimanfaatkan untuk meminimalisir 

kerusakan lingkungan. Selanjutnya, teori konstruktivisme juga memiliki 

pandangannya tersendiri terkait bantuan luar negeri, dimana pada 

pandangan ini terdapat kemungkinan untuk mendapatkan informasi terbaru 

dalam kawasan hubungan internasional. Mereka mengatakan bahwa 

bantuan luar negeri merupakan ungkapan norma yang berada di dalam relasi 

antar negara-negara, sebagaimana negara maju perlu menyalurkan 

bantuannya terhadap negara terbelakang guna menolong negara terbelakang 

itu agar kualitas hidup warga negaranya dapat termajukan. Hal ini sendiri 

didukung dengan pernyataan seorang penulis, yaitu David Lumsdaine yang 

mengatakan bahwa bantuan luar negeri tidak bisa dideskripsikan melalui 

kepentingan ekonomi ataupun politik. Melainkan, bantuan adalah respon 

suatu pihak terkait keterbelakangan dunia yang hadir dari kepedulian dan 
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kemanusiaan serta kepercayaan pada kemakmuran dan perdamaian yang 

hanya dapat terwujud pada sistem internasional yang adil dan baik 

(Lancaster, 2007).  

  Dari seluruh teori yang berbeda-beda tersebut, tidak ada yang dapat 

mendeskripsikan bantuan luar negeri dengan jelas. Mereka tidak 

mempunyai elemen yang penting di dalamnya, seperti imbas politik dalam 

negeri terkait penyaluran bantuan. Bantuan luar negeri adalah suatu 

pengeluaran nasional dalam jumlah yang substansial dan berkelanjutan. 

Maka dari itu, bantuan tersebut harus dimonitor oleh sejumlah komponen 

negara penyalur bantuan baik dari badan eksekutif maupun legislatif negara. 

Seluruh komponen itu sendiri kerap kali memengaruhi tujuan dari 

pemberian bantuan. Kemudian, pemerintah negara penyalur bantuan juga 

perlu membentuk aliansi dukungan dalam bantuan luar negeri pada publik 

dan badan legislatif guna menjaga pengeluaran bantuan. Faktor yang akan 

muncul pada aliansi ini sendiri nantinya adalah mereka akan menginginkan 

aktivitas politik mereka tergambar pada rancangan bantuan. Dampak dari 

hal tersebut sendiri membuat tujuan pemberian bantuan kerap kali menjadi 

hasil dari hal-hal yang hadir di dalam dan di luar perbatasan negara pemberi 

bantuan tersebut (Lancaster, 2007).  

  Bantuan luar negeri ini sendiri diawali sebagai media diplomasi 

sementara pada Perang Dingin. Namun, lambat laun bantuan berubah 

menjadi suatu hal yang umum dan dibutuhkan pada relasi antar negara maju 

dengan negara terbelakang. Hal ini sendiri menggambarkan terkait 

perubahan norma internasional terkait bantuan luar negeri, dimana pihak 

negara maju perlu memfasilitasi sumber daya umum untuk memulihkan 

keadaan orang-orang di negara terbelakang tersebut. Perubahan tersebut 

bertumbuh secara signifikan sebab adanya politik dalam negeri pada negara 

penyalur bantuan yang mana terdapat kewajiban untuk memberikan 

penyaluran bantuan per tahunnya dan hadirnya lembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak pada bidang konstruksi yang membentuk 

komponen lokal yang bertujuan untuk ekspansi bantuan (Lancaster, 2007). 
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  Bantuan luar negeri merupakan sebuah teori yang kompleks. 

Terkadang bantuan ini ditafsirkan menjadi kebijakan, namun bantuan 

bukanlah kebijakan melainkan instrumen kebijakan. Terkadang juga 

ditafsirkan menjadi pengeluaran perniagaan dan militer. Akan tetapi, 

bantuan luar negeri itu sendiri merupakan penyaluran sumber daya publik 

secara sukarela dari suatu pihak pemerintah ke pemerintah yang lainnya, 

lembaga internasional maupun lembaga swadaya masyarakat. Pengertian 

bantuan luar negeri di atas tersebut serupa dengan pengertian yang dipakai 

oleh Development Assistance Committee (DAC) dari Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengartikan 

bantuan pembangunan resmi melalui perbedaan yang signifikan dimana 

bantuan tersebut hanya mengimplikasikan penyaluran bantuan terhadap 

negara yang mempunyai pendapatan kecil. Bantuan luar negeri sendiri 

mengarah pada penyaluran antar suatu negara merdeka dan negara lainnya 

(Lancaster, 2007). 

  Kemudian, bantuan bisa berbentuk uang tunai seperti pinjaman 

ataupun donasi dan berupa natura seperti bantuan makanan ataupun 

dispensasi utang. Penyaluran bantuan tersebut bisa membiayai beberapa 

program seperti neraca pembayaran maupun keperluan dana yang ada pada 

negara penerima bantuan, proyek pembaharuan politik dan ekonomi dan 

bantuan kemanusiaan. Bantuan juga memperbolehkan pihak penerima 

bantuan dalam memajukan program yang dapat mendorong terwujudnya 

tujuan dari suatu bantuan. Contohnya seperti menyalurkan bantuan terhadap 

warga negara yang mengalami musibah. Selain itu, bantuan yang muncul 

dari lembaga internasional ataupun negara yang berkuasa melambangkan 

isyarat politik yang unggul. Selanjutnya, jika total bantuan yang dikirimkan 

dari suatu pihak mengalami peningkatan, maka hal tersebut kerap kali 

melambangkan adanya kemajuan pendekatan pada relasi antar pihak 

penerima bantuan dengan penyalur bantuan dan begitupun sebaliknya, 

apabila total bantuan yang dikirimkan menurunkan, maka hal tersebut kerap 

kali melambangkan suatu relasi yang acuh dan tidak baik (Lancaster, 2007).  
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  Bantuan juga bisa berorientasi menjadi suatu sinyal terhadap 

pemerintah atau pihak lain yang menandakan bahwasanya pihak pemberi 

bantuan bersedia untuk berdiri di balik pihak penerima bantuan dalam 

permasalahan yang dialaminya. Bantuan luar negeri juga kerap kali 

melaksanakan sejumlah peran secara bersamaan (Lancaster, 2007).    

  Bantuan luar negeri juga bertambah sering digunakan oleh beberapa 

pihak dalam rangka meminimalisir perselisihan serta mengendalikan 

peralihan situasi setelah adanya suatu perselisihan, terutama dalam 

menolong pihak negara untuk mendapatkan rehabilitasi dari perang dengan 

adanya mediasi, pendirian kembali lembaga politik dan juga relasi sosial 

antar kelompok serta pemberantasan ranjau di negara yang mengalami 

perselisihan (Lancaster, 2007). 

  Bantuan luar negeri mempunyai manfaat tersendiri bagi pihak 

penyalur dan penerima bantuan, diantaranya (Regoli, 2019):  

- Bantuan luar negeri dapat menghadirkan relasi yang semakin 

kokoh untuk seluruh pihak yang terlibat pada hal ini. 

- Bantuan luar negeri bisa meminimalisir adanya kemiskinan. 

- Bantuan luar negeri dapat memberikan probabilitas ekonomi 

untuk pihak penerima bantuan dan penyalur bantuan. 

- Bantuan luar negeri dapat menolong suatu pihak tanpa perlu 

mengintervensi pihak tersebut. 

- Bantuan luar negeri dapat menghadirkan adanya hubungan 

timbal balik. 

- Bantuan luar negeri bisa melindungi banyak individu.  

  Penggunaan teori ini pada penelitian sendiri dapat membantu 

penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori ini juga dapat 

mendeskripsikan pengertian dari bantuan luar negeri dan juga 

mendeskripsikan baik terkait bantuan luar negeri yang diberikan oleh 

pemerintah Indonesia terhadap Rohingya maupun analisis dari bantuan-

bantuan luar negeri Indonesia tersebut. Pada penganalisisan tersebut peneliti 

akan dibantu melalui hadirnya faktor internal dan eksternal yang 

memengaruhi pemberian bantuan tersebut. Pada faktor internal sendiri hal 
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tersebut dipengaruhi karena adanya aspek keamanan dan kepentingan 

nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, pada faktor 

eksternal hal tersebut dipengaruhi oleh seluruh situasi yang hadir di luar 

negeri. Selain itu, melalui teori bantuan luar negeri ini penulis akan 

menjelaskan topik penelitiannya melalui kategori tujuan bantuan luar 

negerinya seperti yang termuat di atas tersebut.  

   

 

 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yaitu 

adanya kekerasan serta penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya dan 

juga dengan terdapatnya fakta bahwa pemerintah RI berperan aktif dalam 

memberikan bantuan luar negeri kepada Rohingya, penelitian ini berupaya 

untuk mendeskripsikan bantuan luar negeri dari pemerintah RI tersebut 

dengan menggunakan bantuan dari teori bantuan luar negeri yang meliputi 

atas tujuan bantuan luar negeri pada kemanusiaan, pembangunan dan politik 

yang menghasilkan bantuan luar negeri pemerintah RI pada era Joko 

Widodo terhadap etnis Rohingya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

penelitian ini menghasilkan kerangka pemikiran, sebagai berikut: 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran  

(Sumber: diolah oleh peneliti) 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 TIPE PENELITIAN 
 
 
 

Tipe metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini 

adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri 

mempunyai definisi yakni suatu pendekatan penelitian yang pada dasarnya 

cenderung menargetkan penelitiannya dalam kata-kata daripada angka 

maupun kuantifikasi pada penganalisisannya/penelitiannya dan juga pada 

pengumpulan datanya. Metode penelitian kualitatif ini umumnya 

menggunakan detail yang deskriptif dalam memberikan hasil pembahasan 

dari penelitian yang telah dilakukan (Bryman, 2012).  

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan sebuah peristiwa 

yang sedang terjadi khususnya di topik penelitian penulis secara jelas dan 

detail serta penulis juga ingin memahami lebih lanjut mengenai peristiwa 

yang tengah berlangsung tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Selain 

itu, penulis ingin mendeskripsikan peristiwa secara objektif, cermat dan 

juga logis. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yang muncul.  

 

 

 

3.2 FOKUS PENELITIAN 
 
 
 

Penelitian ini melibatkan banyak topik di dalamnya baik dari 

pendeskripsian permasalahan penelitian hingga penganalisisan bahasan inti 

permasalahan itu sendiri, maka dari itu penting bagi penelitian ini untuk 

memuat fokus penelitian, yakni melakukan pendeskripsian mengenai 
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bantuan luar negeri yang diberikan pemerintah RI kepada etnis Rohingya 

terkait penindasan, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

dialami oleh etnis tersebut dengan batasan waktu pada periode pertama era 

Joko Widodo, yakni dari tahun 2014 hingga 2019. Selain itu juga, penelitian 

ini akan berfokus pada teori bantuan luar negeri yang mencakup atas tujuan 

bantuan luar negeri, yaitu kemanusiaan, pembangunan, dan diplomatik. 

 

 

 

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA 
 
 
 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini sendiri adalah data 

sekunder. Data sekunder sendiri mempunyai definisi sebagai data yang 

didapatkan dari penelitian terdahulu dan yang melakukan penganalisisan 

umumnya adalah orang lain atau peneliti terdahulu yang telah lebih dahulu 

melakukan penelitian terkait sebuah topik (Bryman, 2012).  

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini melalui 

triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pemanfaatan lebih dari satu 

sumber data dalam menganalisis suatu peristiwa. Triangulasi ini sendiri 

mengacu pada beberapa sumber data yang fokusnya mengarah pada metode 

analisis dan sumber data (Bryman, 2012). Pada penelitian ini triangulasi 

sumber data itu sendiri berasal dari beberapa laman daring diantaranya:  

1. Sumber triangulasi pertama yang terdapat di dalam penelitian ini 

sendiri berasal dari laman portal berita daring, yaitu Deutsche 

Welle. Pada artikel ini dijelaskan bahwa Indonesia menyalurkan 

bantuannya terhadap warga etnis Rohingya yang mana dapat di 

akses melalui https://www.dw.com/id/indonesia-kirimkan-

bantuan-buat-rohingya/a-36939005. Singkatnya, artikel ini 

menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah RI 

terhadap etnis Rohingya berisikan atas baju, makanan bayi dan 

makanan instan. Kemudian, beberapa bantuan itu sendiri 

dikirimkan kepada etnis Rohingya sesudah adanya dialog antara 
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pihak negara Myanmar dan menlu Indonesia (Deutsche Welle, 

2016). 

2. Selanjutnya, sumber triangulasi data yang kedua ditulis oleh 

penulis Heru Purwanto yang dapat di akses melalui 

https://en.antaranews.com/news/108653/indonesia-dispatches-

delivery-of-. Artikel ini sendiri membahas terkait pengiriman 

bantuan yang ada pada sumber triangulasi sebelumnya yang 

mana bantuan itu sendiri disalurkan langsung dari dermaga 

Tanjung Priok, Jakarta. Tidak hanya itu, Joko Widodo selaku 

pemimpin negara Indonesia bahkan turut hadir dalam kegiatan 

pemberangkatan sejumlah bantuan dari pemerintah RI tersebut. 

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapannya, yaitu 

beliau sangat mengharapkan agar warga minoritas etnis 

Rohingya yang berada di kawasan Rakhine bisa mendapatkan 

ketenteraman melalui beragam usaha yang sudah dan akan 

dilanjutkan terus-menerus oleh Indonesia kepada etnis Rohingya 

(Purwanto, 2016).   

3. Sumber triangulasi data yang ketiga berasal dari laman portal 

berita daring, yaitu Deutsche Welle. Artikel ini sendiri dapat di 

akses melalui https://www.dw.com/id/indonesia-kirim-bantuan-

tahap-pertama-untuk-rohingya/a-40483431. Pada artikel ini 

membahas terkait bantuan lainnya yang dikirimkan oleh 

pemerintah RI. Bantuan-bantuan itu sendiri disalurkan oleh 

Indonesia dengan cara bertahap. Kemudian, informasi yang 

dimuat pada artikel tersebut merupakan bantuan gelombang 

pertama untuk pengungsi Rohingya yang berada di perbatasan 

negara Bangladesh dan negara Myanmar. Sejumlah bantuan itu 

sendiri berupa makanan instan, selimut, beras, family kit, baju 

anak-anak, barak pengungsi dan juga bak air yang dikirimkan 

melalui 4 pesawat Hercules Indonesia. Kemudian, di artikel ini 

juga dikatakan bahwa Indonesia kembali menegaskan 
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komitmennya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi 

Rohingya (Deutsche Welle, 2017). 

4. Sumber triangulasi data yang keempat berasal dari laman web 

resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Artikel ini sendiri 

dapat di akses melalui https://setkab.go.id/en/indonesian-govt-

continues-to-send-humanitarian-aid-for-rohingya/. Artikel ini 

membahas terkait bantuan lanjutan dari bantuan gelombang 

pertama yang dikirimkan oleh pemerintah RI ke Rohingya. 

Artikel ini juga menyampaikan bahwa Indonesia 

memperlihatkan responsibilitasnya dalam memberikan bantuan 

kepada sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Rakhine, 

Myanmar. Bantuan itu sendiri disalurkan melalui pengiriman 2 

pesawat Herculesnya yang mengangkut bantuan-bantuan 

kemanusiaan pemerintah RI berupa sarung, makanan instan, 

pakaian seperti sarung, makanan khusus untuk ibu hamil serta 

bayi dan sebagainya. Kemudian, Indonesia melalui Kementerian 

Kesehatan mengirimkan bantuan lainnya seperti obat medis 

bertotalkan satu ton untuk sejumlah pengungsi Rohingya (Office 

of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & 

Translation, 2017). 

 

 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 
 
 

Pada teknik pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik 

dokumentasi kualitatif. Pengumpulan data ini umumnya dilakukan oleh 

para peneliti dengan menyelam lebih dalam pada beberapa dokumen tertulis 

yang didapatkannya. Dokumen-dokumen tersebut mencakup dokumen 

terbuka/publik, seperti hasil rapat, surat kabar dan majalah, laman resmi, 

undang-undang, peraturan, dan juga laporan resmi. Selain itu terdapat pula 

dokumen tertutup/pribadi, seperti buku harian, jurnal pribadi, surat maupun 
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email (Cresswell & Cresswell, 2018). Pada penelitian ini sendiri penulis 

mengumpulkan data dokumen dengan melalui hasil rapat, laporan resmi 

dari sejumlah lembaga negara maupun laman resmi, berita, majalah dan 

surat kabar, undang-undang serta peraturan negara maupun non negara, 

artikel-artikel daring, serta hasil rapat dari sejumlah organisasi internasional 

dan juga negara.  

 
 
 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 
 
 
 

Terdapat tiga tahapan dalam melakukan teknik analisis data, yaitu 

kondensasi data, tampilan data dan terakhir penarikan kesimpulan atau 

pemverifikasian (Miles et al., 2014). 

 
 
 

3.5.1 Kondensasi Data 
 

 
 

Kondensasi data atau yang dapat juga disebut sebagai pemadatan 

data, ini mengarah pada prosedur penentuan, pengkonsenterasian, 

simplifikasi, pengabstrakan dan juga proses transfer sebuah data yang hadir 

pada sebuah catatan tertulis yang timbul pada saat di lapangan atau saat 

penelitian, skrip wawancara, dokumen, serta data nyata yang lain. Melalui 

kondensasi, diyakini dapat menjadikan suatu data menjadi lebih kokoh. 

Kondensasi data sendiri merupakan sebuah model analisis yang dapat 

mengasah, menyeleksi, mengkonsentrasikan, menghapus serta menyusun 

data menjadi sebaik mungkin sampai dapat divalidasi/verifikasi dan diambil 

kesimpulan akhir (Miles et al., 2014).  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tekni kondensasi data, 

dimana penulis telah melakukan penyeleksian terlebih dahulu mengenai 

data mana yang akan diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Setelah 

itu, penulis akan melakukan pengkonsenterasian mengenai topik yang akan 
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diteliti yakni mengenai bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah 

RI kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo. Lalu, penulis akan 

menghapus data-data yang dirasa kurang sesuai dengan pengkonsenterasian 

tersebut dan selanjutnya penulis akan menyusun data-data yang telah di 

analisis untuk ditulis di dalam penelitiannya agar lebih berkesinambungan 

antara satu dengan yang lainnya. 

 
 

 
3.5.2 Tampilan Data 

 
 
 

Pada dasarnya, tampilan merupakan sekelompok informasi yang 

tersusun dan tersederhanakan yang nantinya dapat dilakukan untuk 

mengambil kesimpulan dan respons. Tampilan data yang bagus dan baik 

merupakan kunci utama pada teknik analisis data kualitatif yang kokoh. 

Tampilan direncanakan agar dapat memperoleh informasi yang tersusun 

secara lebih sederhana serta dapat digunakan secepatnya sehingga 

penganalisisan dapat menyimpulkan mengenai hal yang sedang dialami dan 

dapat mengambil kesimpulan yang dirasa perlu direvisi ataupun 

meneruskan ke tahapan analisis selanjutnya. Merencanakan tampilan 

dengan menentukan data kualitatif mana yang akan dipakai dan jenis data 

kualitatif apa yang perlu dipakai merupakan bagian dari analisis. Tampilan 

yang cenderung terorganisir dan kokoh dapat membuat analisis semakin 

baik (Miles et al., 2014). 

Pada penelitian ini, penulis menentukan jenis data apa yang perlu 

dimasukkan ke dalam penelitian ini dengan segala pertimbangan seperti 

data mana yang lebih efektif dan akurat untuk dipakai, setelah menentukan 

hal tersebut barulah peneliti memasukkan data yang dirasa cocok pada 

penelitian ini. Selain itu juga, pada tahap menganalisis data, dari banyaknya 

data yang telah dianalisis oleh penulis, penulis hanya memasukkan data 

yang sesuai dengan topik penelitian karena dari semua data yang telah 

diperoleh penulis tidak seluruhnya bisa masuk ke dalam penelitian. 
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Pada tampilan data ini juga, penulis menampilkan beberapa datanya 

berupa teks naratif, tabel, gambar infografis dan grafik bagan. 

 
 
 

3.5.3 Pengambilan dan Pemvalidasian Kesimpulan  
 
 
 
Pengambilan kesimpulan yang baik harus dapat menjaga 

keterbukaan mengenai pendapat dan dapat kritis pada penelitiannya, namun 

demikian penulis tetap dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya. 

Mungkin pada awalnya suatu kesimpulan tersebut belum jelas terlihat, 

namun lambat laun akan semakin jelas dan semakin logis. Tahap 

selanjutnya pada pengambilan kesimpulan ini adalah pemvalidasian. 

Peneliti perlu memvalidasi kembali dengan mengecek kembali catatan 

tertulis yang terdapat di dalam lapangan atau penelitian. Hal-hal yang hadir 

melalui data perlu dicek kembali keakuratan dan kelogisannya agar 

pemvalidasian tersebut muncul (Miles et al., 2014).  

Pada hal ini, penulis setelah mengambil kesimpulannya dari data-

data yang telah dianalisisnya akan mengecek kembali keakuratan dan 

kelogisan data-data tersebut agar validitas data pada analisis dapat terbukti 

adanya dan data tersebut tidak hanya data asal yang dipakai oleh penulis 

akan tetapi kebenarannya pun dapat diakui oleh penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1 SIMPULAN 
 
 
 

Penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya telah membawanya ke 

dalam banyak keprihatinan yang membuat beberapa pihak ikut 

berpartisipasi dalam memberikan bantuannya kepada etnis ini. Indonesia 

sendiri menjadi salah satu negara yang membantu etnis Rohingya melalui 

bantuan luar negerinya. Bantuan luar negeri sendiri merupakan bantuan 

internasional yang disalurkan oleh suatu negara maupun lembaga 

internasional. Pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh 

pemerintah Indonesia sendiri mencakup atas tujuan dari bantuan luar negeri 

yang diberikan, diantaranya bantuan pada tujuan kemanusiaan, bantuan 

pada tujuan pembangunan dan bantuan pada tujuan diplomatik. Ketiga 

bantuan tersebut diberikan Indonesia kepada etnis Rohingya maupun 

pengungsi-pengungsi Rohingya yang berada di negaranya dan negara 

lainnya seperti Bangladesh dan Indonesia itu sendiri.  

  Pada bantuan luar negeri di tujuan kemanusiaan, pemerintah RI 

mengirimkan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada etnis dan pengungsi 

Rohingya, seperti makanan, tenda pengungsi, obat-obatan, pakaian, dll. 

Kemudian, pada bantuan luar negeri yang bertujuan pembangunan, hal ini 

dilakukan agar dapat membantu kehidupan para warga negara yang kurang 

baik atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Pada bantuan ini, pemerintah 

Indonesia membangun beberapa sekolah di kawasan Rakhine, Myanmar 

agar pelajar-pelajar Rohingya dapat melanjutkan pendidikannya. Selain itu, 

pemerintah Indonesia juga turut membangun rumah sakit di Rakhine yang 

mana beberapa warga Rohingya juga diperbolehkan untuk bekerja di rumah 

sakit ini. Terakhir, bantuan luar negeri yang bertujuan diplomatik, bantuan 

ini sendiri berhubungan dengan relasi antar negara. Pada bantuan ini sendiri, 

pemerintah Indonesia melakukan pertemuan, diskusi, ataupun dialog 
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dengan negara-negara lain seperti dengan Myanmar, Bangladesh dan 

sebagainya yang membahas terkait permasalahan etnis Rohingya ataupun 

pengungsi Rohingya. Indonesia juga turut membawa topik permasalahan 

Rohingya ini pada suatu forum dan turut mengajak negara lainnya untuk 

membantu etnis tersebut.  

Pemberian bantuan dari Indonesia tersebut diberikan kepada etnis 

Rohingya secara tahun ke tahunnya dari tahun 2014 hingga 2019, tanpa 

terkecuali. Pemberian bantuan-bantuan ini juga telah disesuaikan dengan 

kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat etnis Rohingya. Pada beberapa 

kesempatan, Indonesia sendiri telah melakukan komunikasi terlebih dahulu 

dengan pihak Myanmar terkait bantuan apa saja yang mereka butuhkan.  

 

 

 

5.2 SARAN 
 
 
 

Indonesia dalam memberikan kebijakannya terkait bantuan luar 

negeri kepada Rohingya diharapkan juga dapat semakin mendorong 

Myanmar untuk mencari titik terang dari konflik yang terjadi pada etnis 

Rohingya ini. Konflik ini sendiri telah berlangsung sangat lama yang mana 

perlu jalan keluar agar penindasan pada masyarakat etnis Rohingya tidak 

semakin berlarut-larut. Apabila, konflik ini berlanjut semakin lama, hal 

tersebut dapat berdampak pada kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Selain 

itu juga, Indonesia diharapkan untuk tidak terlalu memaksakan bantuannya 

untuk Rohingya, sebagaimana itu terjadi pada kasus pengungsi Rohingya di 

tahun 2015 dimana sudah banyak pengungsi yang berada di Indonesia, 

namun Indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya yang datang. 

Indonesia juga harus lebih tegas terhadap peraturan yang dibuatnya 

dalam penerimaan pengungsi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat 

Indonesia tidak kembali melanggar peraturan yang ada dengan menerima 

pengungsi secara sepihak. Indonesia juga harus lebih tegas lagi dalam 

urusan pengungsi Rohingya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak 
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diinginkan kembali terjadi, seperti adanya penjualan narkoba yang 

dilakukan oleh pengungsi Rohingya tersebut. 
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